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Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa, identitas anak,
anak korban, dan/atau anak saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik. Berdasarkan data yang
diperoleh dari Polresta Banda Aceh terkait pemuatan identitas anak korban kekerasan seksual memiliki permasalahan.
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana oleh pers yang memuat identitas anak korban kekerasan
seksual di media online dan upaya hukum yang dapat dilakukan anak korban terhadap hak perlindungan identitasnya.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian empiris, dengan mewawancarai responden dan
informan untuk memperoleh data primer. Sampel yang digunakan adalah purposive sampling dari keseluruhan populasi secara
kualitatif. Selanjutnya penyusunan hasil penelitian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif yaitu berusaha memberikan
gambaran secara nyata tentang kenyataan-kenyataan yang ditemukan dalam praktek dengan memaparkan hasil penelitian lapangan
yang disertai uraian dasar hukum yang berlaku dan mengaitkannya dengan data kepustakaan, kemudian dilakukan penarikan
kesimpulan dan saran dari seluruh hasil penelitian.
Hasil penelitian menunjukkan pelanggaran Pasal 97 UU Sistem Peradilan Pidana Anak bukan delik aduan, pertanggungjawaban
pidana pers adalah tanggung jawab Pemimpin Redaksi, karena UU Pers menggunakan doktrin vicarious liability. Berdasarkan Nota
Kesepahaman antara Dewan Pers dengan Kapolri No 01/DP/MoU/II/2012 dan 05/II/2012, upaya hukum yang dapat dilakukan
korban yaitu upaya litigasi dan non-litigasi, serta pendampingan advokasi hukum dan psikologisnya dapat melalui Pusat Pelayanan
Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).
Disarankan kepada Perusahaan Pers dan wartawan perlu terus menerus meningkatkan profesionalisme dengan berpegang teguh
kepada norma etik, norma hukum dan peningkatan keterampilan jurnalistik serta untuk lebih memperhatikan kepentingan korban
agar memperkecil dampak traumatisnya. Disarankan untuk mengkaji kembali Nota Kesepahaman antara Dewan Pers dan Kapolri
No.01/DP/MoU/II/2012 dan 05/II/2012 agar sesuai dengan perkembangan penyelenggaraan perlindungan anak pada masa ini dan
masa yang akan datang.
 
